Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

a.

PERATURAN DESA BANYUURIP
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) DESA BANYUURIP
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUURIP,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang -
undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa;

bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas
dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Desa tentang RKP Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaima

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);

6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022
tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

7. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022
Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa; (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2026 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomer 243);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa
Membangun;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenagan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;

Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 47 Tahun

2016 Tahun tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penataan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Standar Pelayanan Minimal Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber
Daya Alam Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ataas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019
Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 317;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,
Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan,
Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk
Operasional atas penggunaan dana Desa Tahun 2026 (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 1151)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan
Penyaluran Dana Desa Tahun anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 36 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014
Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyuurip Tahun 2026 Pagev



40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2018 Nomor 18);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 52);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Desa Banyuurip Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa

(Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2017 Nomor 7);
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Menetapkan

51.

52.

53.

Peraturan Desa Banyuurip Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -
2025 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2019 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3
Tahun 2025 tentang Perubahan RPJM Desa Periode 2020 - 2027
(Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2025 Nomor 3);

Peraturan Desa Banyuurip Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjangawan Tahun 2019
Nomor 6); sebagainana telah diubah dengan Peraturan Desa
Banyuurip Nomor 9 Tahun 2022 tentang tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022
Nomor 9); dan

Peraturan Desa Banyuurip Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP
DAN
KEPALA DESA BANYUURIP

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
BANYUURIP TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Desa adalah Desa Banyuurip;
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau disebuat dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.

5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya = kemakmuran
masyarakat Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui penetapan  kebijakan, program = kegiatan dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenagan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat Desa.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

9. Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
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10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat
secara partisipatif guna pemanfatan dan pengelokasian sumber
daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

12. Pembangunan Partisipatif adalah sesuatu sisem pengelolaan
pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang
dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan mengutamakan perdamian dan keadilan sosial.

13. Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan
pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat,
masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang
mengambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika
masyarakat desa.

14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang
meliputi sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,
sarana prasarana fisik dan sosial, kearipan lokal, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi
desa.

15. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk
percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

16. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan,
pencataan, verifikasi dan falidasi data SDGs Desa, yang memuat
data obyektif kewilayaan dan kewargaan Desa berupa aset dan
potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapian
tujuan pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan
budayah yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi
penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa, serta
dan data dan informasi terkait lainnya yang mengambarkan
kondisi obyektif Desa dan Masyarakat Desa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat
kebijakan strategis dan tahapan pencapian SDGs Desa sampai

dengan tahun 2030.
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18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan pembangunan
desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

20. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang
menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan
pembangunan Daerah.

21.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang
dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan
asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunanPemerintahan Desa.

24.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan Desa, Prlaksanaan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan  Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disinkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat denag kebutuhan
dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memperdayakan
masyarakat.

27.Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari
susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa

masyarakat Desa.
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28. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter
desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya
alam, sumberdaya manusia, kelembagaan,prasarana dan sarana,
serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadap

di desa.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2
RKP Desa Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai
pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada Tanggal 31
Desember 2026.

Pasal 3
(1) RKP Desa Tahun 2026 Desa Banyuurip disusun dengan
sistematika penyusunan sebagai berikut :
a. BABI : Pendahuluan;
b. BABII : Evaluasi RKPDes Tahun 2025
c. BABIII : Program Pembangunan Desa
d. BABIV : Penutup
(2) Uraian secara rinci RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
merupakan pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2026.

Pasal 5
Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Banyuurip Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa

menggunakan RKP Desa sebagai bahan pembahasan dengan BPD.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Banyuurip
Ditetapkan di : Banyuurip
__--pada tanggal : 29 September 2025
77 'Pr\ AA";U"'-J/\\
‘»‘/ YER’% DESA BANYUURIP,
A5 >
(3 \
[i | KEPALA DESA
l *1 BA
N\ ’52‘4’ &
U JHSANUL HARIS
Diundangkan di : Banyuurip
pada tanggal : 29 September 2025

SEKRETARIS DESA BANYUURIP,

/—i\/

M. BISRUL KHAFID

LEMBARAN DESA BANYUURIP TAHUN 2025 NOMOR 04
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